
2. Undang-Undang Nomor l Tahun 200..J. tentang Perbcndalwann Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2004 Nomor 5. Tambahao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Amara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 126. Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438): 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcnt,mg Pajak Daerah dan Retribesi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. 
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 50-!9): 

. ogat I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 teruang Pembenrukan Daerah-daerah 
Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi Djawa Baral (Betita Negara Tahon 
1950): 

• 

:b..1.n,g a, bahwa dalarn rangka melaksanakan kerentuan Peratumn Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian d:an Pernanfaa:tan Insemif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ke1enruan Pasa.l 68 Pcr.uuran 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I 'rahun 201 J temnng Pajak Daccah 
sebagaimana relah diubah dengan Permuran Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 
7 T ahun 2012 dan Peramran Perpajekan yang mengatur lnscruif Pemuagumn 
Pajak Daerah pada Pemerintah Oaerah Kabupaten Bekasl. kep.,da instansi 
pelaksana pemungut Pajak Daerah perlu diberikan insentif: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a. rnal:a 
terleblh dahulu perlu ditetapkan Pcraturan Bupati tentang Lnscn1if 
Pcmungutan Pajak Daerah Tahun 2018 . 

BUPA TI BEKASI, 

NOMOR 2 T AHUN 2018 

TENT ANG 

INSENTIF PEl'vfUNGUTAN PAJAK DAERAHTAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



11. Pcraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tent31l.g Ketenrcan 
Umum Perpajakan Daerah (Lernbaran Daerah Kabepaten Bekasi Tahun 2010 
Nomor 7): 

12. Peraturan Daereh Kobupaen Bekasi Nomor l Tahun 2011 Tentang Pajak 
Daerah sebagaim::ma ielah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahnn Alas Per:itunm Daerah Nomor I 
Tahun 201 I Tentang Pajak Daerah (Lembaran Dacrnh Kabupatco Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 7): 

13. Permuran Daerah Kabupaten Bekssi Nomor 6 Tahuo 2016 tenteng 
pembentukan dan Susunan Peraogktu Daersh Kabup:.uen Bekasi (l.embaran 
Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 2016 Nornor 6): 

14. Perauuau Dacrah Kab11pa1en Bekasi Nomor S Tabun 2017 temang Angg=n 
Pendapatan dan Bclrutja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Angg.mm 2018 
(Lembaran Daeroh Knbuparen Bek:isi Tahun 2017 ~ornor 8): 

15. Peraruran Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme 
Penyusunan Prociuk Hukum Oaerah di Lingkungan Pcmerimah Kabupaiea 
Bekasi (Berna Dacrah Kabupaten Bckasi Nomor 14 B); 

16. Peraruran Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Temang Kedudukan dan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Sena Teta Kerja Badon Pendapatan Oxrah 
Kabupaten Bekasi (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 
Tarn Cara Pemuogutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Rcpubfil.. Indonesia 
Tahun 2016 Nomor244): 

10. Peraruran Daerah Kabupatcn ~kasi Nomor 6 Tahuo 2008 tcnmng Urusao 
Pemerimahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bel:asi T ahuo 
2008 Nomor 6): 

5 lndmt.t·l'ad,apg.-...:MDOr 11 T3hun 201 l tentana Pffllbc:nrnl.1..11 Peraruren 
PellJlldom<-l r>13npn I Lembarnn Xegam Republik lnd.,,,.sfa Tahun 2011 
'<omor I"- Tarnt,ih.:in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-1-138): 

6. Lndang-L'ndang Nomor 23 Tahua 2014 remang Pemeriatahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Un.danj;-Undang Nomor l3 
Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lemberan Neg= RepubHk lodoncsi• 
Talmn 2015 Nomor 58. Tamt,ahan Lembaran Negara Nomor 56791): 

7. Peraturan Pemeriruah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1-IO. 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia N0tn0r4S78): 

S. Peraruran Pemcrinrah Nomor 69 Tahun 20101en1ang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatnn lnsemif Pemcngutan Pajak Daerah dan Retribusi Doerah 
{Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119): 



seruif Peruungutan adalah Insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan 

-... :ik daerah dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak doerah sebagai penghargaao 

--.li pencapaian kinerja pemungutan JXljok daerah: 
xnangg1.1ngiawnb Peugelolaan Keuangan Daerah, yang Sc:Janjutnya disebut Ptnanggun&_iawab . 
..J3lah pejabat ) ang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. yaitu Bup31i dan 

akil Bupati: 

'-oordinator Pengelolaan Keoangan Daersh. adalah pejobar yang bertindsk selaku L:ootdinator 
?C'llgtJolaan keuangan deereh. yaitu Sekretaris Daerah: 

-eeansl pernungut pajak yang selanjutnya dlsebur instansi pclnksana pemungman, adalah 

'Qi1',i3n Pendapatan Daerah. 

T.;-n:J.g:a yang mendapat penugasan umuk melaksanakan pcmungutan Pajak. Bumi don Bang.unan 
....,desrum den Perkotaan yang selanjutnya disebut Tenaga Laineya adalah lx:;a/Kelutahan dan 

.;..,ama~sn, Kepala Desa/Lurah dan Camat. 

"rTU pengawasan penyetcrannya: 

Darnmad,lal1 Kabupatcn Bekasi: 

-"l'lla Daerah adalah Bupsei Bekasi: 
OU<lliris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabuparen Bekasi; 

.>..Im adalah Badan Pendaparan Daerah Kabupaten Bekasi; 
.q,ala Sadan adalah Kepala Badan Pcndapatan Daerah Kabupaten Bekasi: 

.J. Dacrah, yang sdanjumya disebut Pajak. adalah kontribusi wajib kepada dacrah yang 

>=ru!lllg oteh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdascrkan Undang-Undang. dengan 

"-!l. mendnpatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan Daerah bagi 

~v·besamya kemakmuran rukynt: 
-emungutan adalah suaru rengkaiau kegiatan mula.i dari penghimpunan data obyek dan sub~,ck 
e.ik. penetapan besarnya pajak terurang sampai keginran penagihan paj:tk k<pada wajib pajak 

Peraturan inl yang. dimaksud dengan : 

Pasal I 

OABI 

KETENTUAN l/MUM 

PERATtllA., Bl.PATI T[,,TA8G INSE:STl:F PE~IUNCL'TA.'< PAJAK 
OA.ERAR TAAL:', 2018 

'IE'll ru,,,.A.': 



- ttriM inseatif didasarkan atas kinerja pemunguian Pajak Oaerah berdasarkan pc:ncup:.:ian 
.et penerimaan Pajak Daerah per T riwuJan. 

l">en,n lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Posa! 2 dimaksudkan untuk mcninekatkan : 
~erja instaosi; ..... 
::.,anangat kerja bagi pejabet at.au pegawni instansi; 
Pendapatan daerah; dan 
'.el.i}anan kepada masyarakat. 

Pasal 4 

~ msenrif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi clan Baogunan Perdesaan dan 
l"ttl1l diietapkan sebesar 5 o/o (lima persen) dari besaran insentif yang di1c1apl..an 
:i-:.arkan ketentuan daJam Pnsal 3 ayat (2J untuk jenis Pnjak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

-erkotaan. 

~:m insentif pcmungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada nyat (2) dihitung 
,ei.;,sark;m rahapan pencrimaan tiap jenis pajak yang. telah disetor kc Kas Datrah Ka.bupa.ten 

~ 

~ pemungutan Pajak Daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctap""'1 sebesar 

luna persen J. 

r..mgka melaksanakan legiatan pernunguran Pajak 03e:'3h dibcril:a.n lrlSi!lltif 

egumn Pujak Daer.>h. 

Pasat 3 

BISln£.•DrnSillg: 
Cks&Kelurahan dan Kecamaten, KepalaDesallurah dan Carnal sebagai Tenaga Lainnya 
Panu,,gtu Pajak Bumi dan 8.1J1gunan Perdesaan dan Perkosaan 

I sebagaimana dimaksud pada ayat ( I l secara proporsional dibayarkaa kq,ada: 

i;.,paio Daerah dan \Vakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pc:ngclolaan keuangan 

~: 
So.rewis Dae-rah selaku koordinator pengdolaan keuangan dacrnh: 
f= aba:t dan Pegawai lnstaosi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan w,ggungja\.\&b 

ks "'' diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pcmungu1aa Paju~ Da<:roh. 

r-sexru P£~tt.:SG-l TA.'\; PAJAK DAER.AH 

P=l2 

BAB II 



Penganggaran lnscn1if $eOO~aimana dimoL,ud .,..i. ayal (I) di1eup1<3n dabm Angg:nn 

P<ndapaun don Bclanj> Ooerah 

k,:pala lnst.msi Pelai.ana PemUJ1&u• Pajak l>..erab men~= J'Cll![llni£3!311 inscnhf 
remungumn pajak lx:rdasarbn ketentuan ~g;,imru,o dimaisud d.1lam Pasal 3. 

Pasa15 

Bagian Kesaru 
Penganggaran ln:,ennf Pemun~uian 

B.\Bm 

P[,'IIGANCGARA,";, P[J\IBA \'AR,\,'1/ DAJ\ PERTA."IICCUNGJA\VABAN 

INSENTIF PF:~fUN(,llTA.' 

TARGET I TAAGETS/D TAAG£T SID I TARGETS/DI 
II() l(NISPAJAX TIUW\JIAHI TRIWUUJfa -· nuwutANN 

" .. " " 2 ) • s • • I 
I Pa}ak Hotel 2S so 75 I 100 

2 I P.aJak Atstoran 2S ' 50 7S ,oo 

PajakHlbutan lO 50 I 7S 100 ~ ' ' Piiak llletbme 15 "' 75 100 , 
I I I 

PaJ,ak Peneranr,111 .&alao 2S 50 75 100 I s 

• Pajak PMdt n 50 75 I 100 I I 
7 J Pajak S.ruig Burung Walel 2S so 75 I 100 I • J Pajalt Air Tanah I lO I 40 75 I 100 I 

I 9 
Pajak Bumi dan lo1neunan 

15 30 ... I PerdesHn dan 8af\Cu.n1ft 100 

a.ea Petolthan ttak Atn 
10 30 80 10 

TNtahd,n~ 100 
I 

,r-.,i ~ Papi. o.ai, ,a,:,p onu poi,.I. por Jn,.w,o ~ dirn.aksul dalam 
n-.i :.1 ducwfllao. ~?I bcnltJ.t 



· .Ill lnsemif umuk tahun anggaran 2018 dibayarkan tcrhitung mulai bulan Januari 2018 yang 
...l..an melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi T ahuo 

""'....," 2018 bcrpedoman pada ketenruan Peraturan Bupati ini. 

Pa&II 8 

6ABIV 
KETENTU,~ PERALIHAN 

"g'IIDg,jawaban Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan 
pemndeng-undaogan yang bcrlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 7 

Bagian K<tiga 
Penanggungjawaban lnsentif Pernungutan 

hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Dacrah Tahun Anggaran 2018. pemb3y:uan 
..,j Pajak Daerah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Peedapatan dan 

, Daereh Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018. 

~-- nal target penerimaan pada akhir triwulan rv realisasi kurang dari lOO % tel3pi teleh 
__ ,; arau melebihi target triwulan m. rnaka insentif diberikan untuk triwulan Ill clan 

......, sebelumnya yang belurn dibayurkan. 

h.11 target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapei 100 % (serares 
us) atau lebih, Insenuf diberikan unruk triwulan vana belum dibavarkan, ' - , 

mget kinetic pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapar. tidak membatalkan 
i,.ang sudah dibayarkan unruk triwulan sebelumnya, 

ro.rg.et kincrja rriwulan tidak tercapai. insenrif pemungui» .. --1 umuk uiwulaa rersebut 
._.:::,,ri.in pada awaJ triwulan bcrikumye. setelah mcacapai target kincrja triwulan yang 

.;eb::igaimana dimaksud Pasal 2 dibaj arkan seuap lriwulttn p.-KI~ :t\.\"31 trh•,,,uJan 

11c'.im;r1:a. apabila teJah mencapai target kioerja triwulan, 

Posal 6 

Bagian Kedua 
P1vmb:1yatan lnsenn f Pemunguran 



,· U. UJU 

IERJTA DAERAH K,\BUPATf.N BEKASI TAHlJX 2018 NOMOR 2 

lllldangb:an di Cikarangf'usat 
at, unggal19 J.L"'!1fARI 2018 

KABUPATF.N BEKASl, -,i F 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

Ttd. 

l!U"PATI BEKASJ 

ditetapkan di Cil.ornng Pusat 
pada tanggal 19 Januari 2e18 

.elia-p orang mengetahuinya, memerimahkan pengundangan Peratcran Buparl ini dengan 
patannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

-,,...,. Bupati ini ruulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal LO 

-~djtttopk:uu)ya Pcraturau Bupati ini, mak.a Pereturan Bupad 6ek3Si Nom<>r 3 Tahun 2017 

e laseutif Pemungutuan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lag;i. 

Pasal 9 


